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ABSTRAK

Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia terhadap pelaksanaan putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara adalah berwenang melakukan pengawasan terhadap
aparatur yang tidak melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Terdapat
tiga hal yang menjadi dasar kewenangan Ombudsman Republik Indonesia dalam
melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
tersebut, pertama karena mendorong pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara merupakan implementasi fungsi pengawasan Ombudsman Republik
Indonesia terhadap aparatur yang dimandatkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun
2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik. Kedua, tindakan aparatur yang bertentangan dengan
~ putusan pengadilan yang berkekuatan hukum merupakan tindakan yang sewenang-
~ wenang menurut Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi
Wan dan tindakan sewenang-wenang aparatur merupakan salah satu bentuk
" maladministrasi yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 Tentang
 Ombudsman Republik Indonesia. Kefiga, laporan kepada lembaga perwakilan rakyat
;?ahw merupakan prosedur eksternal dalam pelaksanaan putusan Pengadilan
 Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang
perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan
‘Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang
strasi Pemerintahan.
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